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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 
I. UMUM 

 
Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari 

pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah 

merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaran 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu 

saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan 
pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang 
milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. 

 
Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 

perolehan lainnya yang sah. Barang adalah benda dalam berbagai 
bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, 

barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna 
barang/jasa. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah, adalah 
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; diperoleh berdasarkan ketentuan 
undangundang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukoharjo dalam pengelolaan barang milik Daerah harus berpedoman 

pada ketentuan hukum di atas.   
 
Untuk memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus sebagai 

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah, 
dituangkan dalam norma Peraturan Daerah. Dengan diatur dalam 
Peraturan Daerah, masyarakat dapat mengetahui bahwa pengelolaan 

barang milik daerah dilakukan secara jelas dan mengacu pada prinsip 
efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabel akan dapat 

diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab. 
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Aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah akan menjamin terlaksananya tertib administrasi dan 
tertib pengelolaan barang milik daerah sekaligus menjadi dasar di dalam 

melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan 
pengamanannya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan 
dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penilaian, sehingga 

dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah pada berbagai 
bentuk dan fungsinya. Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum 

dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang secara substansi berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

Pasal 2  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan  “fungsional” adalah pengambilan 
keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang 
pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh 

Kuasa Pengguna, Pengguna, Pembantu Pengelola, Pengelola 
dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.. 
 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan  “kepastian hukum” adalah 
pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan  “transparansi” adalah 
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus 
transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang benar. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan  “efisiensi” adalah pengelolaan 
barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah 
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang 

diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan  “akuntabilitas” adalah setiap 
kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat 

dipertangungjawabkan kepada rakyat. 
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Huruf f 
Yang dimaksud dengan  “kepastian nilai” adalah pengelola 
barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan 

jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi, 
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah 
serta penyusunan neraca daerah. 

Pasal 3   

Cukup jelas. 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

Pasal 5   

Cukup jelas. 

Pasal 6  

Cukup jelas. 

Pasal 7   

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan  “divestasi” adalah pelepasan atau 

penjualan saham milik Pemerintah Daerah kepada pihak 
lain. 

Pasal 8   

Cukup jelas. 

Pasal 9  

Cukup jelas. 

Pasal 10   

Cukup jelas. 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

Pasal 12   

Cukup jelas. 

Pasal 13   

Cukup jelas. 
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Pasal 14   

Cukup jelas. 

Pasal 15   

Cukup jelas. 

Pasal 16   

Cukup jelas. 

Pasal 17   

Cukup jelas. 

Pasal 18   

Cukup jelas. 

Pasal 19  

Cukup jelas. 

Pasal 20   

Cukup jelas. 

Pasal 21   

Cukup jelas 

Pasal 22   

Cukup jelas. 

Pasal 23   

Cukup jelas. 

Pasal 24   

Cukup jelas. 

Pasal 25   

Cukup jelas. 

Pasal 26   

Cukup jelas. 

Pasal 27   

Cukup jelas. 

Pasal 28   

Cukup jelas. 

Pasal 29   

Cukup jelas. 

Pasal 30   

Cukup jelas. 

Pasal 31   

Cukup jelas. 
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Pasal 32   

Cukup jelas. 

Pasal 33   

Cukup jelas. 

Pasal 34   

Cukup jelas. 

Pasal 35   

Cukup jelas. 

Pasal 36   

Cukup jelas. 

Pasal 37   

Cukup jelas. 

Pasal 38   

Cukup jelas. 

Pasal 39   

Cukup jelas. 

Pasal 40   

Cukup jelas. 

Pasal 41   

Cukup jelas. 

Pasal 42   

Cukup jelas. 

Pasal 43   

Cukup jelas. 

Pasal 44   

Cukup jelas. 

Pasal 45   

Cukup jelas. 

Pasal 46   

Cukup jelas. 

Pasal 47   

Cukup jelas. 

Pasal 48   

Cukup jelas. 

Pasal 49   

Cukup jelas. 
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Pasal 50   

Cukup jelas. 

Pasal 51   

Cukup jelas. 

Pasal 52   

Cukup jelas. 

Pasal 53   

Cukup jelas. 

Pasal 54   

Cukup jelas. 

Pasal 55   

Cukup jelas. 

Pasal 56   

Cukup jelas. 

Pasal 57   

Cukup jelas. 

Pasal 58   

Cukup jelas. 

Pasal 59   

Cukup jelas. 

Pasal 60   

Cukup jelas. 

Pasal 61   

Cukup jelas. 

Pasal 62   

Cukup jelas. 

Pasal 63   

Cukup jelas. 

Pasal 64   

Cukup jelas. 

Pasal 65   

Cukup jelas. 

Pasal 66   

Cukup jelas. 

Pasal 67   

Cukup jelas. 



83 

 

Pasal 68   

Cukup jelas. 

Pasal 69   

Cukup jelas. 

Pasal 70   

Cukup jelas. 

Pasal 71   

Cukup jelas. 

Pasal 72   

Cukup jelas. 

Pasal 73   

Cukup jelas. 

Pasal 74   

Cukup jelas. 

Pasal 75   

Cukup jelas. 

Pasal 76   

Cukup jelas. 

Pasal 77   

Cukup jelas. 

Pasal 78   

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “government force majeure” adalah 

kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa atau 
kemampuan dari Pemerintah Daerah dan tidak dapat 
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 
mestinya.  

 Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 79   

Cukup jelas. 

Pasal 80   

Cukup jelas. 

Pasal 81   

Cukup jelas. 

Pasal 82   

Cukup jelas. 
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Pasal 83   

Cukup jelas. 

Pasal 84   

Cukup jelas. 

Pasal 85   

Cukup jelas. 

Pasal 86   

Cukup jelas. 

Pasal 87   

Cukup jelas. 

Pasal 88   

Cukup jelas. 

Pasal 89   

Cukup jelas. 

Pasal 90   

Cukup jelas. 

Pasal 91   

Cukup jelas. 

Pasal 92   

Cukup jelas. 

Pasal 93   

Cukup jelas. 

Pasal 94   

Cukup jelas. 

Pasal 95   

Cukup jelas. 

Pasal 96   

Cukup jelas. 

Pasal 97   

Cukup jelas. 

Pasal 98  

Cukup jelas. 

Pasal 99   

Cukup jelas. 

Pasal 100   

Cukup jelas. 
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Pasal 101   

Cukup jelas. 

Pasal 102   

Cukup jelas. 

Pasal 103   

Cukup jelas. 

Pasal 104   

Cukup jelas. 

Pasal 105   

Cukup jelas. 

Pasal 106   

Cukup jelas. 

Pasal 107   

Cukup jelas. 

Pasal 108   

Cukup jelas. 

Pasal 109   

Cukup jelas. 

Pasal 110   

Cukup jelas. 

Pasal 111   

Cukup jelas. 

Pasal 112   

Cukup jelas. 

Pasal 113   

Cukup jelas. 

Pasal 114   

Cukup jelas. 

Pasal 115   

Cukup jelas. 

Pasal 116   

Cukup jelas. 

Pasal 117   

Cukup jelas. 

Pasal 118   

Cukup jelas. 
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Pasal 119   

Cukup jelas. 

Pasal 120   

Cukup jelas. 

Pasal 121   

Cukup jelas 

Pasal 122   

Cukup jelas. 

Pasal 123   

Cukup jelas. 

Pasal 124   

Cukup jelas. 

Pasal 125   

Cukup jelas. 

Pasal 126   

Cukup jelas. 

Pasal 127   

Cukup jelas. 

Pasal 128   

Cukup jelas. 

Pasal 129   

Cukup jelas. 

Pasal 130   

Cukup jelas. 

Pasal 131   

Cukup jelas. 

Pasal 132   

Cukup jelas. 

Pasal 133   

Cukup jelas. 

Pasal 134   

Cukup jelas. 

Pasal 135   

Cukup jelas. 

Pasal 136   

Cukup jelas. 



87 

 

Pasal 137   

Cukup jelas. 

Pasal 138   

Cukup jelas. 

Pasal 139   

Cukup jelas. 

Pasal 140   

Cukup jelas. 

Pasal 141   

Cukup jelas. 

Pasal 142   

Cukup jelas. 

Pasal 143  

Cukup jelas. 

Pasal 144   

Cukup jelas. 

Pasal 145   

Cukup jelas. 

Pasal 146   

Cukup jelas. 

Pasal 147   

Cukup jelas. 

Pasal 148   

Cukup jelas. 

Pasal 149   

Cukup jelas. 

Pasal 150   

Cukup jelas. 

Pasal 151   

Cukup jelas. 

Pasal 152   

Cukup jelas. 

Pasal 153   

Cukup jelas. 

Pasal 154   

Cukup jelas. 
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Pasal 155   

Cukup jelas. 

Pasal 156   

Cukup jelas. 

Pasal 157   

Cukup jelas. 

Pasal 158   

Cukup jelas. 

Pasal 159   

Cukup jelas. 

Pasal 160   

Cukup jelas. 

Pasal 161   

Cukup jelas. 

Pasal 162   

Cukup jelas. 

Pasal 163   

Cukup jelas. 

Pasal 164   

Cukup jelas. 

Pasal 165   

Cukup jelas. 

Pasal 166   

Cukup jelas. 

Pasal 167   

Cukup jelas. 

Pasal 168   

Cukup jelas. 

Pasal 169   

Cukup jelas. 

Pasal 170   

Cukup jelas. 

Pasal 171   

Cukup jelas. 

Pasal 172   

Cukup jelas. 
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Pasal 173   

Cukup jelas. 

Pasal 174   

Cukup jelas. 

Pasal 175   

Cukup jelas. 

Pasal 176   

Cukup jelas. 

Pasal 177   

Cukup jelas. 

Pasal 178   

Cukup jelas. 

Pasal 179   

Cukup jelas. 

Pasal 180   

Cukup jelas. 

Pasal 181   

Cukup jelas. 

Pasal 182  

Cukup jelas. 

Pasal 183   

Cukup jelas. 

Pasal 184   

Cukup jelas. 
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